
Jenis Peraturan / Types of 

Regulation

Nomor / Number
Judul Title

UU 2 Tahun 2026 PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA Protection of Domestic Workers

RUU HAK CIPTA Copyright

PP
15/2026

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS 

OBAT DAN MAKANAN

Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Indonesian Food and Drug 

Agency 

RPP
TATA KELOLA EKSPOR KOMODITAS SUMBERDAYA ALAM STRATEGIS MELALUI BADAN USAHA MILIK 

NEGARA

Governance of Exports of Strategic Natural Resource Commodities Through State-

Owned Enterprises

PERPRES
22/2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN SOSIAL
The Amendment to Regulation of the President Number 162 of 2024 on the Ministry of 

Social Affairs

PERMEN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN 7 Tahun 2026
INTELIJEN KEIMIGRASIAN Immigration Intelligence

6 Tahun 2026
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU 

PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Procedures for Settlement of State Losses Involving Non-Treasurer Civil Servants or 

Other Officials within the Ministry of Immigration and Corrections

5 Tahun 2026 SATU DATA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN One Data Policy of the Ministry of Immigration and Corrections

4 Tahun 2026
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN

Implementation of Performance Allowances within the Ministry of Immigration and 

Corrections

3 Tahun 2026 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN Positions and Position Classes within the Ministry of Immigration and Corrections

PERMEN KETENAGAKERJAAN
8 Tahun 2026

PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG 

DISABILITAS

Granting of Awards in Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with 

Disabilities

PERMEN KEUANGAN 26/2026 TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK Procedures for the Collection, Withholding, and Deposit of Cigarette Tax

25/2026 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Management of Physical Special Allocation Funds

PERMEN KOORDINATOR

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 4 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN 

KEWILAYAHAN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

The Amendment to Regulation of the Coordinating Minister for Infrastructure and 

Regional Development Number 10 of 2025 on the Implementation of Performance 

Allowances within the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional 

Development

PERMEN PERDAGANGAN
14/2026

BARANG DAN PERSYARATAN BARANG YANG DAPAT DISIMPAN DALAM SISTEM RESI GUDANG
Goods and Requirements for Goods that may be Stored in the Warehouse Receipt 

System

13/2026

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KERANGKA 

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN REPARASI DAN 

PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR GOLONGAN POKOK PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN 

SEPEDA MOTOR BIDANG PERDAGANGAN BARANG SECARA ECERAN MELALUI PEMESANAN ONLINE

Implementation of Indonesian National Work Competency Standards and Application of 

the Indonesian National Qualifications Framework in the Wholesale and Retail Trade 

Category for Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles, Main Group of Retail 

Trade Other Than Cars and Motorcycles, in the Field of Retail Trade through Online 

Ordering
PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, 

DAN TEKNOLOGI 7 Tahun 2026
STATUTA POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU Statute of Indramayu State Polytechnic

6 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI NOMOR 22 TAHUN 

2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN

The Amendment to Regulation of the Minister of Higher Education, Science, and 

Technology  Number 22 of 2025 on the Organization and Work Procedures of University 

of Defense

5 Tahun 2026 KUOTA MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI Quota for New Students in Medical and Dentistry Study Programs

PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH 11 Tahun 2026
PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Indonesia Smart Program for Primary and Secondary Education

PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BPN
6 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENINJAUAN KEMBALI, REVISI, DAN 

PENERBITAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN, KOTA, DAN 

RENCANA DETAIL TATA RUANG

The Amendment to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/Head of the National Land Agency Number 11 of 2021 on Procedures for the 

Preparation, Review, Revision, and Issuance of Substantive Approvals for Provincial, 

Regency, City Spatial Plans, and Detailed Spatial Plans
PERMEN EKONOMI KREATIF/

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF 3 Tahun 2026
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI 

KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

Procedures for the Granting of Performance Allowances to Employees within the 

Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency

PERMEN PERTANIAN
11 Tahun 2026

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

Entry and Release of Plant-Based Feed Materials Into and Out of the Territory of the 

Republic of Indonesia

10 Tahun 2026
STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 

BATURRADEN

Minimum Service Standards of the Baturraden Superior Livestock Breeding and Forage 

Center

PERIODE II BULAN MEI 2026 (SECOND PERIOD OF MAY 2026)

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND 

REGULATIONS) Mei 2026



PERMEN USAHA MIKRO, KECIL, DAN 

MENENGAH 2 Tahun 2026
PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Guidelines for the Classification and Development Levels of Micro-, Small-, and Medium-

scale Enterprises

PERMEN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG 

PENGELOLAAN PENDAPATAN DARI LAYANAN KEOLAHRAGAAN

Revocation of Regulation of the Minister of Youth and Sports Number 6 of 2024 on 

Management of Revenue from Sports Services

2 Tahun 2026
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Official Administrative Correspondence Procedures of the Ministry of Youth and Sports

RANCANGAN PERMEN KOMUNIKASI 

DAN DIGITAL

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 

DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

Criteria for Classification of Technical Implementation Units in the Field of Radio 

Frequency Spectrum Monitoring and Digital Infrastructure

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI 

RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

The Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units in the Field 

of Radio Frequency Spectrum Monitoring and Digital Infrastructure

RANCANGAN PERMEN ESDM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI Management and Utilization of Oil and Gas Data

KEPMEN KETENAGAKERJAAN

125/2026

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP.190/MEN/VIII/2025 

TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERIKANAN SUB SEKTOR 

BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU, KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 

KEP.212/MEN/IX/2005 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR 

PERIKANAN SUB SEKTOR BUDIDAYA IKAN HIAS, DAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI NOMOR KEP.213/MEN/IX/2005 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERIKANAN SUB SEKTOR TEKNIKA PERIKANAN LAUT 

Revocation of Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 

KEP.190/MEN/VIII/2025 on the Establishment of Indonesian National Work 

Competency Standards in the Fisheries Sector, Brackish Water Fish Cultivation 

Subsector, Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 

KEP.212/MEN/IX/2005 on the Establishment of Indonesian National Work Competency 

Standards in the Fisheries Sector, Ornamental Fish Cultivation Subsector, and Decree of 

the Minister of Manpower and Transmigration Number KEP.213/MEN/IX/2005 on the 

Establishment of Indonesian National Work Competency Standards in the Fisheries 

Sector, Marine Fisheries Engineering Subsector

122/2026
UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Functional Position Supervisory Organizational Units within the Ministry of Manpower

121/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN 

PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK

The Establishment of Indonesian National Work Competency Standards in Category of 

Government Administration and Defense, and Mandatory Social Security, Main Group 

of Government Administration and Defense, and Mandatory Social Security in the Field 

of Public Sector Risk Management

120/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, 

ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTURAL DAN ENJINERING; PENGUJIAN DAN 

ANALISIS TEKNIS BIDANG ARSITEKTUR

The Establishment of Indonesian National Work Competency Standards in Category of 

Professional, Scientific, and Technical Activities, Main Group of Architectural and 

Engineering Activities; Technical Testing and Analysis in the Field of Architecture

119/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK 

KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA BIDANG IRIGASI DAN RAWA

The Establishment of Indonesian National Work Competency Standards in Category of 

Construction, Main Group of Civil Building Construction in the Field of Irrigation and 

Swamp Areas

118/2026

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI 

GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG TRESURI 

PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Indonesian National Work Competency Standards in Category of Financial and 

Insurance Activities, Main Group of Financial Service Activities, Except Insurance and 

Pension Funds, in the Field of Money Market and Foreign Exchange Treasury

KEPMEN PERINDUSTRIAN

871/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2944 TAHUN 2024 TENTANG 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL 

INDONESIA DAN

SPESIFIKASI TEKNIS UNTUK UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

The Amendment to Decree of Minister of Industry Number 2944 of 2024 on the 

Appointment of Conformity Assessment Bodies in the Context of Mandatory 

Implementation of Indonesian National Standards and Technical Specifications for 

Ceramic Tiles

KEPMEN PERTANIAN
370/Kpts./HK.150/M/05/2026

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 174/KPTS./PK.330/M/3/2020 TENTANG 

PENUTUPAN PEMASUKAN HEWAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK KE DALAM WILAYAH NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA

Revocation of Decree of Minister of Agriculture Number 174/KPTS./PK.330/M/3/2020 

on the Closure of Animal Imports from the People’s Republic of China into the Territory 
of the Republic of Indonesia

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
33/2026

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 57 TAHUN 2021 

TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN 

DAN PERIKANAN TAHUN 2021-2026

The Sixth Amendment to Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 

57 of 2021 on the Supervisory Board of the Public Service Agency for Marine and 

Fisheries Business Capital Management for 2021–2026

32/2026
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Guidelines for Monitoring and Evaluation of Government Employees with Work 

Agreements within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries

31/2026
UNIT ORGANISASI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN

Organizational Units for Functional Position Supervisory within the Ministry of Marine 

Affairs and Fisheries

29/2026 LOKASI KARBON BIRU DI PROVINSI JAWA TENGAH Blue Carbon Locations in Central Java Province

KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

219/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 142 TAHUN 2026 TENTANG INDIKATOR PENILAIAN YANG 

MENUNJUKKAN PRODUK, LAYANAN, DAN FITUR YANG MUNGKIN DIGUNAKAN ATAU DIAKSES OLEH ANAK, 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN TINGKAT RISIKO BERDASARKAN ASPEK DAN INDIKATOR, DAN TATA CARA 

VERIFIKASI TERHADAP HASIL PENILAIAN MANDIRI

The Amendment to Decree of the Minister Number 142 of 2026 on Assessment 

Indicators Showing Products, Services, and Features That May Be Used or Accessed by 

Children, Technical Guidelines for Risk Level Assessment Based on Aspects and 

Indicators, and Procedures for Verification of Self-Assessment Results

KEPMEN KEUANGAN
28/MK/BC/2026

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG 

DIKENAKAN BEA KELUAR

Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duties on Mining Products 

Subject to Export Duties

KEPMEN PERHUBUNGAN
KM 1041/2026

BESARAN BIAYA TAMBAHAN (SURCHARGE) YANG DISEBABKAN ADANYA FLUKTUASI BAHAN BAKAR (FUEL 

SURCHARGE) TARIF PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL 

DALAM NEGERI

Amount of Additional Charge (Surcharge) Due to Fuel Price Fluctuations (Fuel 

Surcharge) for Passenger Tariffs for Economy Class Services of Domestic Scheduled 

Commercial Air Transportation
KEPMEN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN M.IP-20.OT.01.01 Tahun 2026
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 DAN LEVEL 1 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Determination of Level 0 and Level 1 Business Process Maps of the Ministry of 

Immigration and Corrections



M.IP-22.PR.02.02 Tahun 2026
INDIKATOR PENILAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN

Key Performance Indicators of Regional Offices within the Ministry of Immigration and 

Corrections

KEPMEN ESDM
204.K/MB.01/MEM.B/2026

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN MEI TAHUN 

2026

Metal Minerals Reference Prices and CoalReference Prices for the Second Period of May 

2026

203.K/MG.03/MEM.M/2026 HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN APRIL 2026 Indonesian Crude Oil Price for April 2026

163.K/HK.02/MEM.S/2026 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Key Performance Indicators within the Ministry of Energy and Mineral Resources

159.K/KU.01/MEM.S/2026
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2026

Determination of Geothermal Natural Resource Producing and Processing Regions for 

2026

157.K/KU.01/MEM.S/2026
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DAERAH PENGOLAH SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA 

TAHUN 2026

Determination of Mineral and Coal Natural Resource Producing and Processing Regions 

for 2026

122.K/TL.01/MEM.L/2026 BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2026 Service Quality Standards of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for 2026

KEPMEN PERDAGANGAN
1343/2026

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA 

KELUAR

Benchmark Export Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export 

Duties

KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA/KEPALA BP2MI 855/2026

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

The Establishment of Standard Operating Procedures within the Ministry for the 

Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers Protection 

Agency

KEPMEN KESEHATAN HK.01.07/MENKES/313/2026 SUPLEMEN IV FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI Supplement IV to the Indonesian Pharmacopoeia, Sixth Edition

KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA 

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP 2026/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1581 TAHUN 2026 TENTANG HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA 

PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024 - 2025

The Amendment to Decree of the Minister of Environment/Head of the Environmental 

Control Agency of the Republic of Indonesia Number 1581 of 2026 on the Results of 

Corporate Performance Rating Assessment in Environmental Management for 

2024–2025

SURAT EDARAN MENTERI SOSIAL
7 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI SOSIAL NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENEGAKAN KODE 

ETIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN SOSIAL

The Amendment to Circular Letter of the Minister of Social Affairs Number 6 of 2026 on 

the Enforcement of the Code of Ethics and Prevention of Corruption in Procurement 

Services within the Ministry of Social Affairs

6 Tahun 2026
PENEGAKAN KODE ETIK DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

The Enforcement of the Code of Ethics and Prevention of Corruption in Procurement 

Services within the Ministry of Social Affairs

5 Tahun 2026

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

SOSIAL DALAM RANGKA EFISIENSI ENERGI DAN PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN

The Implementation of Official Duties for State Civil Apparatus Employees within the 

Ministry of Social Affairs in the Context of Energy Efficiency and the Acceleration of 

Government Governance Transformation
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN 

UMUM 5/SE/Mn/2026
PENILAIAN USULAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS 

FISIK INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

Assessment of Proposals as well as Monitoring and Evaluation of Physical Special 

Allocation Fund Activities for Public Works Infrastructur

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN 

DASAR DAN MENENGAH 15/2026
PENERAPAN GERAKAN NASIONAL INDONESIA AMAN, SEHAT, RESIK, DAN INDAH (ASRI) DI KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH

Implementation of the National Movement for a Safe, Healthy, Clean, and Beautiful 

Indonesia (ASRI) within the Ministry of Primary and Secondary Education

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI PER-3/BC/2026 TATA CARA PELUNASAN CUKAI Procedures for the Settlement of Excise Duties

PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-6/PJ/2026

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN 

KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Procedures for the Implementation of Rights and Fulfillment of Global Minimum Tax 

Obligations Based on International Agreements

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

LAUT KP-DJPL 205/2026
PETUNJUK TEKNIS PEMASANGAN KONSTRUKSI DASAR GANDA (DOUBLE BOTTOM) UNTUK KAPAL BARANG 

DAN KAPAL PENUMPANG

Technical Guidelines for the Installation of Double Bottom Construction for Cargo Ships 

and Passenger Ships

KP-DJPL 201/2026 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PROSEDUR LAID UP KAPAL Implementation Guidelines and Procedures for Laid-Up Ships

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK SE-2/PJ/2026 PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN Guidelines for Implementation of  Valuation for Taxation Purposes

SURAT EDARAN DIRJEN EKOSISTEM 

DIGITAL 131/2026
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN POS Cooperation in Postal Service Operations

SURAT EDARAN DIRJEN PLANOLOGI 

KEHUTANAN 1 Tahun 2026
PENYESUAIAN TATA CARA PERMOHONAN PENETAPAN BATAS AREAL KERJA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Adjustment of Procedures for Applications for the Determination of Work Area 

Boundaries for the Utilization of Forest Areas

SURAT EDARAN DIRJEN 

PENANGGGULANGAN PENYAKIT SR.03.01/C/2783/2026
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT EBOLA Vigilance Against Ebola Disease

SR.03.01/C/2572/2026 KEWASPADAAN PENYAKIT VIRUS HANTA Vigilance Against Hantavirus Disease

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
9 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL
The Organization and Work Procedures of Nutrition Fulfillment Service Offices within 

the National Nutrition Agency

8 Tahun 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA BADAN GIZI NASIONAL

The Amendment to Regulation of the National Nutrition Agency Number 1 of 2024 on 

the Organization and Work Procedures of the National Nutrition Agency

6 Tahun 2026

KERJA SAMA PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAN PENYIAPAN SARANA PRASARANA 

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Cooperation for the Development of Nutrition Fulfillment Service Units and Preparation 

of Infrastructure for the Implementation of Free Nutritious Meals Program

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA
3 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, 

PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL 

PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA

The Amendment to Regulation of the National Civil Service Agency Number 3 of 2024 

on the Amounts, Requirements, and Procedures for the Imposition of Tariffs up to IDR 

0.00 (Zero Rupiah) or 0% (Zero Percent) on Types of Non-Tax State Revenue Applicable 

to the National Civil Service Agency

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
1 Tahun 2026

. PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA BANK DALAM LIKUIDASI DAN PASCA LIKUIDASI DI PENGADILAN NIAGA
Guidelines for the Settlement of Disputes Involving Banks in Liquidation and Post-

Liquidation before the Commercial Court

PERATURAN BADAN AKREDITASI 

NASIONAL PERGURUAN TINGGI 8 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS 

TERAKREDITASI UNGGUL

The Amendment to Regulation of the National Accreditation Board for Higher Education 

Number 36 of 2025 on Study Program Accreditation Instruments for Accredited and 

Superior Accredited Status



7 Tahun 2026
KEBIJAKAN PENYAMAAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA Policy for Equalization of Temporary Accredited Status with Initial Accredited Status

PERATURAN PERPUSTAKAAN 

NASIONAL 4 Tahun 2026
PEDOMAN PENGADAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM MENGENAI INDONESIA YANG DITERBITKAN ATAU 

DIPUBLIKASIKAN DI LUAR NEGERI

Guidelines for the Procurement of Printed and Recorded Works Concerning Indonesia 

Published or Disseminated Abroad

PERATURAN ANGGOTA DEWAN 

GUBERNUR BI 10 Tahun 2026
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YEN 

MELALUI BANK

Settlement of Bilateral Transactions Between Indonesia and Japan Using Rupiah and 

Yen Through Banks

PERATURAN ANGGOTA DEWAN 

KOMISIONER OJK 2 Tahun 2026
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (BUY NOW PAY LATER) BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 

DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Implementation of "Buy Now Pay Later" Services for Financing Companies and Sharia 

Financing Companies
PERATURAN DIREKTUR UTAMA

BADAN PENGELOLA DANA 

PERKEBUNAN PER-4/BPDP/2026

TATA CARA PENGHIMPUNAN PUNGUTAN EKSPOR ATAS KOMODITAS PERKEBUNAN DAN/ATAU PRODUK 

TURUNANNYA

Procedures for the Collection of Export Levies on Plantation Commodities and/or Their 

Derivative Products

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS 

JASA KEUANGAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Submission of Objections Against Sanctions in the Financial Services Sector

PENGAWASAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Supervision of Secondary Housing Financing Companies

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG 

KARANTINA HEWAN 22/2026
PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET DARI 

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Guidelines for Animal Quarantine Measures for the Export of Bird’s Nests from the 
Territory of the Republic of Indonesia to the People’s Republic of China

SURAT EDARAN BADAN GIZI NASIONAL
11 Tahun 2026

USIA KERJA RELAWAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM 

MAKAN BERGIZI GRATIS

Working Age Requirements for Volunteers of Nutrition Fulfillment Service Units in the 

Implementation of the Free Nutritious Meals Program

SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK 

PIDANA KHUSUS B-1391/F/Fjp/04/2026
PEMAKNAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 28/PUU-XXIV/2026 Interpretation of Constitutional Court Decision No. 28/PUU-XXIV/2026

PP
6 Tahun 2026

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO INKUBASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

SKALA USAHA KECIL OLEH PEMERINTAH DAERAH

Guidance and Supervision of Incubation Microfinance Institutions and Small-Scale 

Microfinance Institutions by Regional Governments

RPP TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA Duties of the Indonesian National Armed Forces

PERPRES
18/2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 152 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN AGAMA
Amendment to Regulation of the President Number 152 of 2024 on the Ministry of 

Religious Affairs

9 Tahun 2026 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME National Counterterrorism Agency

7 Tahun 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Amendment to Regulation of the President Number 189 of 2024 on the Ministry of 

Higher Education, Science, and Technology

2 Tahun 2026 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG PERTANIAN Additional Concurrent Government Affairs in the Agricultural Sector

PERMEN PANRB
5 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

Amendment to Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and 

Bureaucratic Reform Number 16 of 2023 on the Functional Position of Translator

4 Tahun 2026 PENILAIAN KAPABILITAS KELEMBAGAAN PADA INSTANSI PEMERINTAH Institutional Capability Assessment within Government Agencies

3 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Revocation of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and 

Bureaucratic Reform Number 26 of 2018 on State Officials’ Asset Reports within the 
Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform

PERMEN KETENAGAKERJAAN 7 Tahun 2026 PEKERJAAN ALIH DAYA Outsourcing Work

PERMEN KEUANGAN 28/2026 TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Procedures for Preliminary Refund of Tax Overpayment

27/2026 TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN OTORITAS JASA KEUANGAN Procedures for Budget Management of the Financial Services Authority

24/2026

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI 

KELAS EKONOMI DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA AVTUR YANG 

DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

Value-Added Tax on Domestic Scheduled Commercial Air Transportation Services for 

Economy Class in the Context of Government Support for the Increase in Aviation Fuel 

Prices Borne by the Government for the 2026 Fiscal Year

23/2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.06/2016 TENTANG PENGURUSAN 

PIUTANG NEGARA

Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 240/PMK.06/2016 on 

State Receivables Management

22/2026 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU Utilization of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds

20/2026
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO PADA 

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Service Tariffs of the Gatot Soebroto Army Central Hospital Public Service Agency under 

the Ministry of Defense

PERMEN IMIGRASI DAN 

PEMASYARAKATAN 2 Tahun 2026
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH TERHADAP PERMOHONAN PASPOR BIASA 

DALAM KONDISI KAHAR

Requirements and Procedures for the Imposition of Zero Rupiah Tariff on Ordinary 

Passport Application in Force Majeure Conditions

1 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 13 TAHUN 2025 

TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Amendment to Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 13 

of 2025 on the Implementation of Prevention and Deterrence Measures

PERMEN KEHUTANAN 8 Tahun 2026 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2011-2030 National Forestry Plan for 2011–2030

PERMEN PERDAGANGAN
12 Tahun 2026

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG 

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

Fifth Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 23 of 2023 on Export 

Policies and Regulations

11 Tahun 2026
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG 

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Second Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2025 on 

Policies and Regulations on the Importation of Agricultural and Livestock Goods

10 Tahun 2026 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN Management of State-Owned Assets within the Ministry of Trade

PERIODE I BULAN MEI 2026 (FIRST PERIOD OF MAY 2026)



PERMEN PPMI/BP2MI
4 Tahun 2026

PERJANJIAN KERJA SAMA PENEMPATAN, PERJANJIAN KEAGENAN, PERSYARATAN MITRA USAHA, DAN 

VERIFIKASI MITRA USAHA, PEMBERI KERJA, ATAU PRINSIPAL, SERTA SURAT PERMINTAAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA

Cooperation Placement Agreements, Agency Agreements, Requirements for Business 

Partners, and Verification of Business Partners, Employers, or Principals, as well as 

Requests for Indonesian Migrant Workers

3 Tahun 2026
STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Standards, Execution, and Verification of Employment Agreements for Indonesian 

Migrant Workers
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP 3 Tahun 2026
SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP Environmental Status Information System

PERMEN PERINDUSTRIAN
8 Tahun 2026

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Discipline of Government Employees with Employment Agreements within the Ministry 

of Industry
PERMEN KEPENDUDUKAN DAN 

PEMBANGUNAN KELUARGA/

KEPALA BKKBN 2 Tahun 2026

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN 

KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Risk Management within the Ministry of Population and Family Development/National 

Population and Family Planning Agency

1 Tahun 2026 TIM PENDAMPING KELUARGA Family Assistance Team

PERMEN SEKRETARIS NEGARA
3 Tahun 2026

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA Technical Competency Dictionary for the Functional Position of Cooperation Analyst

PERMEN AGAMA 9 Tahun 2026 STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Statute of State Islamic University Raden Intan Lampung

8 Tahun 2026
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Organization and Work Procedures of State Islamic University Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten

5 Tahun 2026
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI PALOPO

Amendment to Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 32 of 2025 on 

the Statute of State Islamic University Palopo

PERMEN KOORDINATOR BIDANG 

PANGAN 2 Tahun 2026

TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN 

ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH

Work Procedures of the Integrated Team for the Control of Paddy Field Conversion and 

the Implementing Team for the Control of Paddy Field Conversion

RANCANGAN PERMEN ATR/KEPALA 

BPN SURVEYOR BERLISENSI
Licensed Surveyors

PENILAI PERTANAHAN Land Appraisers

SURVEI DAN PEMETAAN PERTANAHAN DAN RUANG Land and Spatial Surveying and Mapping

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN 

DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Amendment to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head 

of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 on the 

Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities

KEPMEN PERDAGANGAN
1030/2026

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA 

KELUAR

Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export 

Duties

1029/2026
DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN 

DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG

List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands in Branded Packaging and 

Packaged with Net Weight Less Than or Equal to 25 Kg

1028/2026
HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG 

DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products 

Subject to Export Duties and Public Service Agency Service Tariffs

KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA/KEPALA BP2MI 790/2026

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA

Guidelines for the Implementation of Electronic-Based Government Systems within the 

Ministry of the Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers 

Protection Agency

755/2026 GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN National Safe Migration Movement

KEPMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/

KEPALA BKPM

74.S/2026

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG 

KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 155 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG 

PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI

Revocation of Decree of the Head of Investment Coordinating Board Number 24 of 

2016 on the Designation of Certain Industrial Areas for Direct Construction Investment 

Facilities, as most recently amended by Decree of the Head of Investment Coordinating 

Board Number 155 of 2018 on the Third Amendment to Decree of the Head of 

Investment Coordinating Board Number 24 of 2016 on the Designation of Certain 

Industrial Areas for Direct Construction Investment Facilities

KEPMEN ESDM
179.K/MB.01/MEM.B/2026

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN MEI 

TAHUN 2026

Benchmark of Metal Mineral Prices and Benchmark of Coal Prices for the First Period of 

May 2026

KEPMEN KEUANGAN 23/MK/BC/2026 PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duties

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
28/2026

KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN 

SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Conservation Areas in the Waters of South Kepulauan Seribu of Kepulauan Seribu 

Administrative Regency, Special Capital Region of Jakarta Province

27/2026
KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Conservation Areas in Waters within the Paser Region of East Kalimantan Province

26/2026 KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Civil Service Talent Committee of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries

25/2026 PEDOMAN PENENTUAN LOKASI PENGELOLAAN KARBON BIRU Guidelines for the Determination of Blue Carbon Management Locations

21/2026
ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA 

PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (PUERULUS) 

Estimated Fish Resource Potential, Allowable Catch, and Quota for Catching Lobster 

Seeds (Puerulus)

KEPMEN KOMDIGI
197/2026

BATASAN LAJU PENYERAPAN SPESIFIK ( SPECIFIC ABSORPTION RATE) PADA PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 

TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET

Specific Absorption Rate (SAR) Limits for Cellular Telephone and Tablet Computer 

Telecommunication Devices



KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP/

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN 

HIDUP 1581/2026

HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 

2024-2025

Results of the Corporate Performance Rating Assessment in Environmental 

Management for 2024–2025

SE MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH 14/2026
PENYESUAIAN TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH TAHUN 2026

Adjustments to Budget Use Efficiency within the Ministry of Primary and Secondary 

Education for the 2026 Fiscal Year

12 Tahun 2026

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PENATAAN ORGANISASI DI 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Adjustment to the Implementation of Duties and Functions during the Organizational 

Restructuring Transition Period within the Ministry of Primary and Secondary Education

SE MENTERI KEHUTANAN
2 Tahun 2026

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KEHUTANAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN

Implementation of Official Duties for State Civil Apparatus within the Ministry of 

Forestry in Support of the Acceleration of Governance Transformation

SE MENTERI PEKERJAAN UMUM
4/SE/Mn/2026

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DAN PENYESUAIAN POLA KERJA BARU BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DALAM RANGKA MENDUKUNG EFISIENSI ENERGI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Implementation of Official Duties and Adjustment of New Working Patterns for State 

Civil Apparatus Employees in Support of Energy Efficiency within the Ministry of Public 

Works

PERATURAN DIRJEN PAJAK
PER-5/PJ/2026

PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA SERTA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK TAHUN PAJAK 

2025 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN MENGENAI KONTRAK ASURANSI

Recognition of Income and Expenses and Calculation of Taxable Income for the 2025 

Fiscal Year for Taxpayers Maintaining Bookeeping Based on Financial Accounting 

Standards regarding Insurance Contracts

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-71/PJ/2026

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN 

DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK 

BADAN TAHUN PAJAK 2025

Tax Policies in Relation to the Implementation of the Core Tax Administration System in 

the Context of Submission of Annual Corporate Income Tax Returns for the 2025 Fiscal 

Year
KEPUTUSAN DIRJEN KESEHATAN 

PRIMER KOMUNITAS HK.02.02/B/1136/2026
KONSORSIUM SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN Consortium for the First Thousand Days of Life

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

UDARA KP DJPU 74/2026
SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN FASILITAS SISI UDARA BANDAR UDARA Technical Specifications for Airport Airside Facilities Works

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

LAUT KP-DJPL 207/2026
PROSEDUR SELEKSI RECOGNIZED APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) IDENTIFIKASI DAN PENJEJAKAN 

KAPAL JARAK JAUH (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING OF SHIPS/ LRIT)

Selection Procedures for Recognized Application Service Providers (ASP) for Long Range 

Identification and Tracking of Ships (LRIT)

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN 

DARAT KP-DRJD 1438/2026
NORMALISASI KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN, DAN KERETA TEMPELAN DALAM RANGKA 

MENDUKUNG PENANGANAN KENDARAAN LEBIH DIMENSI DAN LEBIH MUATAN

Normalization of Motor Vehicles, Trailers, and Semi-Trailers in Support of Handling 

Overdimension and Overload Vehicles

SE DIRJEN MINERBA
3.E/HK.03/DJB/2026

KEWAJIBAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN USAHA 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Obligation to Obtain Approval of Work Plans and Budget Expenditures in Mineral and 

Coal Mining Business Activities

SE DIRJEN BINA MARGA
10/SE/Db/2026

MANUAL PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK HARGA SATUAN DASAR BINA MARGA (E-HSDBM) DI 

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Manual for the Use of the Electronic Information System for Bina Marga Basic Unit 

Prices (E-HSDBM) within the Directorate-General of Highways

09/SE/Db/2026
PENGGUNAAN REMOTE CONSTRUCTION MONITORING SYSTEM (RCMS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT 

JENDERAL BINA MARGA

Use of the Remote Construction Monitoring System (RCMS) within the Directorate-

General of Highways
SURAT DIREKTUR JENDERAL STABILITAS 

DAN PENGEMBANGAN SEKTOR 

KEUANGAN S-863/SK.5/2026

PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN WAKTU KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN KONSULTAN 

PAJAK (LTKP)

Notification of Extension of Deadline for the Submission of Annual Tax Consultant 

Reports (LTKP)

PERATURAN BPOM 8 Tahun 2026 SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK Certification of Good Cosmetics Manufacturing Practices

7 Tahun 2026 PROMOSI DAN IKLAN OBAT Promotion and Advertising of Medicines

6 Tahun 2026 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN Procedures for Issuance of Processed Food Export Certificate

RANCANGAN PERATURAN BPOM
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN 

KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Guidelines for Follow-Up Actions on the Supervision Results of Natural Medicines, 

Quasi Drugs, Health Supplements, and Cosmetics

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN 

KESEHATAN, DAN KOSMETIK

Procedures for the Issuance of Export Certificate for Natural Medicines, Quasi Drugs, 

Health Supplements, and Cosmetics

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
5 Tahun 2026

STANDAR GIZI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS Nutritional Standards in the Implementation of the Free Nutritious Meals Program

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK 2 Tahun 2026 PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK Placement of Civil Servants within Statistics Indonesia

1 Tahun 2026
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN 

DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

Third Amendment to Regulation of Statistics Indonesia Number 2 of 2022 on Positions 

and Position Classes within Statistics Indonesia

PERATURAN BADAN RISET DAN 

INOVASI NASIONAL 3 Tahun 2026
RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2025-2029 National Research and Innovation Agency Strategic Plan for 2025–2029

PERATURAN KEPALA BP BATAM 2 Tahun 2026 PENGELOLAAN PERTANAHAN Land Management

PERATURAN OTORITAS JASA 

KEUANGAN 5 Tahun 2026
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI Implementation of Investment Manager Business Activities

4 Tahun 2026 PENYELENGGARAAN PRODUK INVESTASI PERBANKAN SYARIAH Implementation of Sharia Banking Investment Products

3 Tahun 2026
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI 

PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Implementation of Business Activities of Securities Companies Conducting Business 

Activities as Securities Underwriters and Securities Broker

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS 

JASA KEUANGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH
Minimum Capital Requirements for Sharia Commercial Banks

RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA 

DEWAN KOMISIONER OJK RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
Business Plans of Sharia Rural Banks



PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK
Electronic Public Offering of Debt Securities and/or Sukuk

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT 

USAHA SYARIAH

Guidelines for Indonesian Sharia Banking Accounting for Sharia Commercial Banks and 

Sharia Business Units

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK 

PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Minimum Capital Requirements and Fulfillment of Minimum Core Capital for Sharia 

Rural Banks

PERATURAN DIREKSI BEI
I-C

PENCATATAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT 

PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Listing of Mutual Funds Participation Units in the form of Collective Investment 

Contract Whose Participation Units are Traded on the Exchange

II-C
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT 

PERNYATAANNYA DI PERDAGANGKAN DI BURSA

Trading of Mutual Funds Participation Units in the form of Collective Investment 

Contract Whose Participation Units are Traded on the Exchange

III-L ANGGOTA BURSA EFEK SEBAGAI DEALER PARTISIPAN Exchange Members as Participating Dealers

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI 

NASIONAL 63421/2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 31679 TAHUN 2026 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI WILAYAH TERPENCIL TAHUN 

ANGGARAN 2026

Amendment to Decree of the Head of National Nutrition Agency Number 31679 of 

2026 on Technical Guidelines for Governance of the Free Nutritious Meals Program in 

Remote Areas for the 2026 Fiscal Year

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG 

KARANTINA HEWAN
17/2026

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENGAWASAN SECARA TERINTEGRASI 

TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMASUKAN RUMINANSIA BESAR YANG DILALULINTASKAN DARI SUATU 

AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA

Guidelines for the Implementation of Animal Quarantine Measures and Integrated 

Supervision for the Release and Entry of Large Ruminants from One Area to Another 

within the Territory of the Republic of Indonesia

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KP-SKJ 9/2026
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 Public Information List for 2026

KP-SKJ 8/2026
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KP 591 TAHUN 2023 TENTANG 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Third Amendment to Decree of Secretary General Number KP 591 of 2023 on Exempted 

Information

SURAT EDARAN DIREKSI BEI
SE-00005/BEI/04-2026

INSENTIF BIAYA HAK AKSES SISTEM PLTE BAGI PARTISIPAN YANG MERUPAKAN PENGGUNA JASA SISTEM 

PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

Incentives for PLTE System Access Fees for Participants Who Are Users of Alternative 

Market Operator System Services

SE SEKJEN PEKERJAAN UMUM
4/SE/Sj/2026

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN 

PUBLIK TERTENTU DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Guidelines for the Implementation and Reporting of Taxpayer Status Confirmation in 

the Provision of Certain Public Services within the Ministry of Public Works

INSTRUKSI GUBERNUR DKI 5 Tahun 2026 GERAKAN PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DARI SUMBER The Source-Based Waste Sorting and Processing Movement


